(™

Multi Tafsir Dan Celah Hukum Konsep Kedewasaan Dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rayno Dwi Adityo*

Abstract: Inside the national Iaw that the person can obtain & Ilegal rights, given wihen
someone could and capable in law. One of the aspect is matunity (meerdejarig) and
maturation (minderjarig). About maturity and maturation has be regulated in Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinzn. Someone with maturity will
determine rights and they lisbility can implemented according to the law. Allowing
tiom both aspect will have broad impact in the procecdings of law. The reality,
limitation of maturily age wich are contained on regulation found a diverse indicators
a person fo be an adult. In fact if perceivable things contextually, then we can
comprehend someone age restiictions staten of maturily as necessary, example it
somenone want to married by the permission of parents al age of twenly one years, on
the relations of marnried dispensation at age nineteen years old of male and sixteen
years old for female and in the border parent responsibilily to children that was called
adult is at age of eighteen years old. That was bave disparity legal opinion in its
interpretation. Some legal scholar have an difference opinion about limit of age inside
the rule of marrisge is not obvious and intersect. Therefore need o reviewed for
uniformity so can closing e fissure of law which may used to negalive necessity of
consequences law cavity and avoiding the impacts in the citizens.

Keywurd:Legal rights, Capable in law, Maturily, Matutation, Diverse, Legal Opinion,

Interpretation, Law Cavilty.
Pendahuluan” hukum, salah satu aspek hukummya
Dalam ranah hukum perdata agar adalah kedewasaan (meerdejarig) dan

seseorang dapat melakukan suatu per-
buatan hukum, diberikan batasan
kapan seseorang dikatakan cakap
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pendewasaan (minderjanig). Mengenai
kedewasaan dan pendewasaan letse-
but telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan juga
ditemui pada Undang-undang Nomor
{ Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sesecorang dengan kedudukan
dewasa akan menentvkan bagaimana
hak dan kewajibannya dapat dija-
lankan menurut hukum. Schingga dari
kedua hal tersebut akan berdampak
luas dalam proses hukum. Proses
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hukum yang nantinya juga akan
berdampak akibat hukum yang dite-
rima oleh seseorang. Misalkan status
kedewasaan seorang anak dapal me-
langsungkan perkawinan, dalam ke-
adaan kedewasaap belum terpenuhi
maka diperlukan dispensasi, dalam hal
perwalian dan dalam hal hubungan
hak dan kewajiban scorang amak dan
orang tua. Hubungan hukum secara
general melibatkan suatu individu
lebih jauh seperti mengurus suatu
perusahaan, perbuatan hukum yang
apa saja yang dapat dilakukan,
perbuatan bukum erat juga dengan
masalah profesi penghidupan.

Dalam penulisan kali ini penulis
melakukan pembatasan pada permasa-
lahan dengan topik terkait konsep
kedewasaan (meerdgjarig) dalam
undang-undang perkawinan, karena
cukup menarik dan sebenarnya dapat
dikatakan bahwa pembahasan kede-
wasaan itu sendiri sudah cukup luas.
Namun demikian walau diskursus
kedewasaan pada penulisan ini dalam
konteks undang-undang perkawinan
tetapi ternyata jika kita analisis lebih
dalam kedewasaan tersebut tidak
sekedar ‘an sich’ sebagai indikator
sesecorang dapat melakukan macam
aktifitas keperdataan dalam lingkup
perkawinan.

Terlebih di dalam konsep kede-
wasaan ini membuka ruang multi
tafsir yang berakibat pada perbedaan
akibat hukum, schingga bukannya
tidak mungkin terjadi penyimpangan
dalam menjalankan ketentuan terse-
but dan merugikan pihak lain. Tidak
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hanya multi tafsir, namun terdapat
celah hukum yang mana membukti-
kan bahwa ketentuan dalam regulasi
itu belum sempurna. Celah hukum
menurnt Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia adalah celah yang terdapat
dalam ketentuan atau peraturan yang
isinya masih belum sepenubnya dapat
mengantisipasi kemungkinan terjadi-
nya tindakan untuk menghindari
maksud dari ketentuan tersebut tanpa
melanggar materi  ketentuannya.'
Oleh karenanya dalam kesempatan ini
penulis beri judul “Multi Tafsir dan
Celah Hukum Kopsep Kedewsasaan
Dalam Updang-undang Nomor 1
Tabun 1974 Tentang Perkawipan.”
Berangkat dari uraian di atas, maka
permasalahan yang diangkat dalam
artikel ini, “Bagaimana bentuk celah
hukum konsep kedewasaan (meende-
jarig) dan bagaimana kontekstualisasi
pasal-pasal terkait kedewasan pada
Undang-undang Nomor | Tabun 1974
Tentang Perkawinan serta bentuk
multi tafsir kedewasaan dalam un-
dang-undang tersebut?

Metodologi Penelitian

Metodologi memberikan pedo-
man, tenlang cara menganalisa, dan
memahami lingkungan disekitarnya’
Salah satu fungsi dari membangun
legal opini dengan menggunakan me-

' huug:/ferww.mediabpr.com/Xamus-bisnis-
bank/celah_bukum.aspx, dlakses (anggal 25
November 2015.

* Socrjono Sockanto, Peogantar Peoclitizn
Hukum, Cetakan Kctiga, (Jakarta: Ul-Press,
2006), bim 5.
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tode adalah agar suatu argumentasi
sedapat mungkin bernifai objektif se-
lain dari pada subjektif penulis. Ada-
pun metode yang digunakan terbagi
menjadi dua yaitu metode dalam hal
pendekatan penelitian dan pengum-
pulan data.

Pendekatan penelitian menggu-
nakan metode Yuridis Normatif.
Yuridis normatif adalah hukum dikon-
sepsikan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan patokan berperilaku
menusia yang pantas.’ Di lain sisi
metode normatif dalam ilmu hukum
memiliki beberapa kesamaan dengnn
metode  peaelitian kepustakaan®
dalam ilmu-ilmu sosial dan huma-
niora, yang membedakan ialsh sisi
normatifaya tidak terpisah dengan
aspek yuridis atau kaidah hukum yang
dalam perspektif hukum positif adalah
hukum tertulis.

Selain metodologi pendekatan,
penulisan ini melakukan pengumpulan
data menjadi beberapa bagian yaitu

3 Soerjono Socksnto dm St Mamudji,
Penelitisn Huhum Nommatif Susty Tinjausa
Singkat, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali
Pers , 2007), him 33,

¢ Penulis berpendapat metode yuridis
normatif dza metode studi kepustkaan ini ada
sedlkit persamasn yang membedakan adalsh
istilah yuridis yang melekat pada metode ilmu
hukum dan objek Lepustakaannya menem-
patkan suatu aturan tettulis yang sedang
berlaku nasional. Secara dominan aliran hukum
legal positif mesolak metode hukum yang
bersifat empisis. Lifiat Mia Fitriah Elkarinmh, *
Teord Limit Datam Metode Hukvm Isiam
Mubammad Sysbrur,” Jumal Maslahsh Jumal
Hukum Islam dan Perbaokan Syariah, Edisi.
No. I, Vol. §, (2014), bim 26.
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pengumpulan data dibagi menjadi tiga
yaitu:® perfama, sumber bahan hukum
primer seperti Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Undang-undang No-
mor | Tahun 1974 Tentang Perka-
winan, undang-undang atau regulasi
lain yang memiliki relevansi, buku-
buku hukum, buku-buku hukum per-
data, serta buku lain yang terkait
dalam topik imi. Keduws, sumber
bukum sekunder diantaranya; hasil
karya ilmiah serta hasil penelitian
{jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain) dan
bahan-bahan yang relevan. Keligs
bahan hukum Zersier. Bahan hukum
ini merupakan penunjang dalam
memberikan petunjuk kepads bahan
hukum primer dan sekunder, yakni;
kamus istilah, kamus istilah hukum,
kamus bahasa asing, indeks jurnal
hukum, internet dan lain-lain,

Pada pola analisa bahan hukum
digunakan pola deskriptis analitis
dimana pola ini akan memaparkan
segala data dan informasi yaog
diperoleh dari sumber data primer,
sekunder, dan tersier yang kemudian
dianalisis dengan tujuan untuk mem-
peroleh gambaran konstmksl bangun-
in yang sistematis.®

Keberagaman Konsep Kedewagaan
Negara adalah lembaga sosial
yang diadakan manusia untuk meme-
nuhi kebutuhan-kebutuhan vitalnya.
Sebagai lembaga sosial negara tidak
diperuntukkan memenuhi kebutuhan

$ Soetjono Seokasto, Op (Jrhlm 33.
S Bid,
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khusus dari golongan tertentu, tetapi
untuk memenuhi keperluan-keperluan
dari selurub rakyat negara itu.” Salah
saty kebutuhan dalam benergara
adalah penyediaan instrumen hukum
yang mampu mengayomi rakyat nega-
ra tersebut. Indonesia adalah negara
hukum, tampaknya adagium “‘pegara
hukum” sudah tidak asing lagi dide-
ngar lelinga kita. Adagium negara
hukum merupakan konsep teoritik
yang tumbuh dan berkembang di
Fropa Kontinental® Kekuasaan dalam
organisasi lerbesar (negara) dimiliki
pemerintah, sehingga menjadi jelas
hubungan kekuasaan dengan hukum.
Pemerintah dalam menjalankan ke-
kuasaan memerlukan aturan-aturan
untuk mencegah kesewenang-wenang-
an ini kembali menjadi salah satu
yang tampak berkaitan hubungan pe-
merintah dan  hukum.” Ada suatu
prinsip yang mencerminkan cita
bukum, bahwa negara berdasarkan
hukum artinya semua orang sama
dihadapan hukum (equality before the
faw). Hukum memperlakukan semua
orang sama tanpa perbedaan yang

7 Ni'matul Huda, Zimz Negars, Cetaknn
Kelima, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), him
54.

Totok Sudaryanto, (ct. All), Peayem-
purnsan Amaademen UUD 1945: Masibkal
Periu?, Tanpa Cetakan, (Jakarta: KHN RI,
2008), him. 61.

9 Inu Keacana Syafie, limv Pemerinfaban
dan Al-Qurag, Cetakan Pestama, (Jakata:
Bumi Aksara, 2004), hlm 28-29.
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didasarkan atas keturunan, agama, ke-
dudukan sosial, dan kekayaan. '
Kehidupan manusia dalam ber-
msyarakat, bemegara dan berbangsa
tidak terlepas dan adanya suatu aturan
atau hukum sebagai rambu-rambu
yang mengatur masyarakat dalam
menjalankan roda kehidupannya agar
dapat berjalan dengan tertib. Scbagai-
mana dalil yang dikenal dalam tcori
ilmu hukum bahwa “7iada masya-
rekat tanpa hokum.” Demikian pula
masyarakat Indonesia tidak terlepas
dari dalil tersebut.!! Pemahaman di
atas mengisyaratkan bahwa dalam
tatanan berkehidupan manusia tidak
terlepas dan terikat oleh suatu aturan
begitu pula sebaiknya, hukum pun
tidak akan muncul jika tidak ada
perangkat manusia di dalamnya.
Menurut Kansil bahwa definisi
hukum sangat beragam dari pema-
haman yang diberikan oleh para
safjana itu sendiri, jadi apabila kita
meneliti benar-benar, akan sukarlah
bagi kita untuk memberi definisi
tentang hukum, sebab pare sarjana
hukum sendiri belum dapat meru-
muskan suatu definisi hukum yang
memuaskan banyak pihak > Hanya

1 Mochtar Kusumatmaja dalam Keascp-
konsep Hubum  Dalamy  Pembanguman
scbagaimana dikutip olch Mustofa dsa Abdul
Woahid, Hubwumr Lilam Kontempores, Cetakan
Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him 100.

" Eddi Wibowo, (et. All), Hutum dan
Kecbijakan  Publik, Cetakan  Pertama,
(Yo*yahna: YPAPL, 2004), him 14,

* C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil,

ar Do Hubuey Dso Tata Hubuoy
Indencsia Jilid I Semester Ganjil Edisi Revisi,
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saja beliau telah merekomendasikan
untuk sekedar pembatasan definisi
hukum sebagai pegangan bagi orang
yang sedang mempelajari hukum
dengan berpegang pada definisi yang
diberikan E. Ultrecht dalam bukunya
yang berjudul “Pengantar Dalam
Hukum Indonesia” (1953), Ultrecht
memberikan batasan hukum secbagai
berikut:

“Hukum ity adalah bimpunan
peraturan-aturan  (perintali-perintah
dan larangan-larangan) yang meng-
urus tata-tertib svatu masyarakat dan
karena ity barws ditaati  oleh
masyarskat ite.”

Batasan definisi hukum yang di-
berikan Ultrecht merupakan pe-
gangan semata yang maksudnya
menjadi suatu pedoman bagi setiap
wisatawan bukum yang sedang
bertamasya di dalam hulum.” Tuju-
an hukum juga akan kita temui
banyak varian yang diberikan para
sagjana, pada naskah ini batasan
tujuan hukum hanya pada ranah
keperdataan. Salah satunya tujuan
hukum untuk menjage kepentingan-
kepentingan orang lain atau pihak lain
maka diadakannya kewajiban hukum.
Dalam arti apabila undang-undang
Hukum Perdata mewajibkan berbuat
atau menjauhkan diri dari sesuatu,
yang patut dikerjakan atau tidak maka

Cetaksn Kesebelas, (Jakarta: Balai Pusiaka,
2000), him 1 1.

" Ultrecht scbagaimana dikutl olch C.S.T
Kaasil dan Christine S.T. Kansil, /id.
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itu hanya diadakan (menurut hu-
kum)."

Hukum berdasarkan pengelom-
pokkannya terbagi menjadi dua tipo-
logi besar hukum yakni hukum publik
dan hukum private. Hukum publik
mengatur kepentingan umum (negara
dan masyarakat), sedangkan hukum
private atau yang biasanya disebut
hukum sipil mengatur kepentingan
pribadi atau perseorangan dan hukum
perdata merupakan bagian daripada
hukum private.”® Hukum perdata
adalah segala aturan hukum yang
mengatur hubungan hukum antara
orang yang satu dengan orang yang
lain dalam hidup bermasyarakat.'®
Untuk dapat melakukan perbuatan
hukum dalam ranah bukum perdata
maka subjek hukum dalam hal ini
manusianya hares cakap hukum,
cakap hukum dapat berupa dewasa,
pendewasaan atau cakap hukum
menurut undang-undang (hukom).

Istilah kedewasaan menunjuk
pada keadaan sudah dewasa meme-
nuhi syarat hukum, selain kedewasaan
hukum perdata mengenal istilah
pendewasaan yaitu keadaan dimana
sescorang scbenarnya belum dewasa
dan dalam keadaan tertentu adaka-
lanya diperlukan bahwa kedudukan
orang yang belum dewasa disamakan

1 5 Van Kan dan JH. Beckhus, Pepganfar
Imu Hulum, Cetakan Keschelas, (Jakarta:
Pustaks Sarjana, 1990), him 15.

'3 Abdulkadir Mubammad, Hukuem Perdata
Indonesia, Cetakan Kelima, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2014), him 2.

18 Abdul kadir Muhammad, /b/d.
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dengan kedudukan orang dewasa
dengan maksud orang vang belum
dewasa itu mempunyai kewenangan
mengurus  kepentingannya  sendiri
atau melakukan beberapa perbuatan
hukum tertentu yang dapat diper-
tanggungjawabkan, "’

Dalam sistem hukum nasional,
salah satu indikator sescorang dikata-
kan dewasa menggunakan barometer
umur sebagai tolak ukur seseorang
dikatakan kedewasaan yang nantinya
kemudian digariskan dalam peraturan
yang berlaku. Umur secara istilah
dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
memiliki arti lama waktu hidup, ada
scjak dilahirkan atsu diadakan ber-
sinonim makna dengan hidup ataupun
nyawa dan menjadi kosakata dalam
ranah hukum sepesti seumur hidup,
dihukum selama hidupnya, sampal
mati, berumur, mempunysi umur.'®
Pada kamus babasa Inggris Oxford
memberikan pemahaman sge (umur),
scbagai verh, noun. Age the number
of years that person has lived or &
thipg has existed. Konteks pengertian
age dalam hukum digambarkan se-
perti come of age, ‘when a person
come of age, they resch the age when
they have an adult’s legal right and
reponsibilities.” Pengertian umur da-

7 Abdul Kadir Muhammad, Zock Cir. Hlin
39

" Tim Pustaka Phoncix, Kamus Besar
Indopesin Edisi Bauu, Cetakan Ketujul,
(Jakasta: PT. Pustaka Phoeaax, 2013), him 918.

' Julian Baker, (et. AH), Oxford Advagced
Leamer's Dictiobary Of Cunent English, Sixth
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Iam kamus babasa Indonesia dan
kamus bahasa Inguris memiliki makna
vang tidak berbeda dan dijadikan
penentu kedewasaan sescorang,

Selzin hukuw nasional, dalam
hukum Islam tentu wmengenal kede-
wisaan, menurut Sulaiman Rasjid
datam Figh Is/am kedewasaan sudah
balig, tetapi batasan umur dalam fikih
bemmacam-macam  salesh  satunya
mengatakan umwr 15 tahun?® Ada
baiknya kita melihat sedikit tentang
macam batasan umur kedewasaan
dalam hukum Islam untuk melang-
sungkan perkawinan di beberapa
negara yang mayoritas warganya
beragama Islam, seperti; undang-
undang Twrki umur minimal sese-
orang yang hendak menikah adalah 138
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi
perempuan. Dalam kasus (ertentu
pengadilan dapat mengijinkam perni-
kahan pada usia 15 tahun bagi laki-
laki dan 14 tahun bagi perempuan
setelah mendapal ijin orang tua atau
wali. Kemudian undnag-undang ini
diamandemen pada tahun 1938. Saat
ini (tahun 1972) dalam kasus-kasus
tertentu, pengadilan masih boleh
mengijinkan pernikahan pada usia 15
tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi
perempuan.!  Sebagaimana hukum

Edition, (United Kingdom: Oxford University
Press, 2003), him 24.

® Sulainan Rasjid, Figh Jelam, Cetakan
Keempat Delapan, (Bandung: Algesiado, 2010).
Him 384,

¥ H. M. Atko’ Muzdhar dan Khairudin
Nasution (Ed.), Hukum Kclvargas di Dunia
Kiam Modem Siodi  Perbandingan  dsn
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keluarga di negara-negara yang lain,
Yaman Selatan juga ditetapkan
adanya batasan. minimal usia nikah,
yakni 18 talun nntuk laki-laki dan 16
tahun untuk perempuan?® Batas
minimal usia boleh kawin di Maroko
bagi laki-laki 18 tahun, sedangken
wanita 15 tahun, namun demikian
disyaratkan ijin wali jika perkawinan
dilakukan oleh pihak-pibak di bawah
umur 21 tahun scbagal batas umur
kedewasaan.> Hukum keluarga di Al-
Zajair pada tahun 1984 pasal 7 secara
jelas menetapkan usia calon mempelai
laki-laki 21 tahun dan calon mempelai
wanita 18 tahun. Usia ini cukup tinggi
dibandingkan dengan usia nikah yang
terdacat dalam hukum Keluarga di
negara-negara Islam lain. Tercatat
hanya Bangladesh yang menyamai
batas minimum usia nikah ini.*
Kembali pada hukum nasional,
dalam memahami kedewasaan (meer-
dejarig) dapat dibaca pasal dalam
Kitab Undang-undang Hukum Per-
data dan Staatblad. Nomor 556 Tahun
1924, Staatblad Nomor. 557 Tahun
1924. Pada pasal 330 Bab Kelima
Belas Bagian Kesatu tentang kebe-
lumdewasaan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata memberikan kete-
rangan bahwa keadaan belum dewasa
adalah mereka yang belum mencapai
umur genap dua puluh satu tahun, dan

Keberanjakan UU Modem dari  kitab-kitab
Fikih, Cetakan Kesaty, (Jakarta: Ciputat Press,
2003), hlm 43.

2 Op Cit, him 73.

B Op Cit, him 109,

* Op cit, him 125.
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tidak lebih dshulu kawin. Apabila
perkawinan itu dibubarkan sebelum
vmur mereka itu genap dua puluh satu
tahun, maka mereka tidak kembali
lagi dalam kedudukan belum dewa-
sa.B

Penentuan arti istilah ‘belum
dewasa’ yang digimakan dalam bebe-
rapa peratwran perundang-undangan
di Indonesia, Ordonansi 31 Januari
1931, Lembaran Negara 1931-'54.
Untuk menghilangkan segala kera-
guan yang timbul karena Ordonansi
21 Desember 1917, Lembaran Negara
1917-138, dengan mencabut Ordonan-
si ini, ditentukan sebagai berikut; (1)
apabila peraturan undang-undang
membkai istilah ‘belum dewasa’, maka
sekedar mengenai bangsa Indonesia
dengan istilah yang dimaksudkan,
segala orang yang belum mencapai
umur genap 21 tahun dan tidak lebih
dahulu kawin; (2) apabila perkawinan
itu dibubarkan sebelum mulai umur
dua puluh satu tahun, maka tidaklah
mercka kembali lagi dengan istilah
‘belum dewasa’; (3) dalam paham
perkawinan tidaklah termasuk perka-
winan anak-anak.?

Abdul Kadir Muhammad menga-
takan berdasar keteniuan tersebut di
atas dapat dipahami aconfrario orang

3 R, Subekti dan R. Tjitsosudibio, Kitab
Undaog-undeng Hukwn Perdsts Bumgerlijk
Wetbock Dengay Tambahan Usdang-uadasg
Pokok Agraria & Undnag-undang Perkawinai,
Cetakmm keEmpat Pulub, (Jakarta: Pradtnya
Paramitha, 2009), kim 90.

3% R Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op Cir.
him 91.
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dewasa (mecrdgjang), yaitu orang
yang sudah berumur 21 tahun penuh
walaupun belum berumur 21 tahun
penuh, tetapi sudah kawin. Demi-
kianlah juga acontrario jika dalam
perundang-undangan dijumpai istilah
‘dewasa’ itu berati sudah berumur 21
tabun penuh dan walaupun belum
berumur 21 tahun penub, tetapi sudab
kawin. Keadaan dewasa yang meme-
nuhi syarat undang-undang ini discbut
‘kedewasaan’. Orang dewasa atau
dalam kedewasaan ckap atau mampu
(bekwaam, capable).”’

Berbeda dengan konsep dewasa
menurut hukum adat, Djojodigoeno
menyatakan bukum adat tidak menge-
pal batas umur untuk menentukan
belum dewasa atau sudah dewasa.
Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi
hukum seperti dalam hukum perdata
barat. Hukum adat menentukan secara
isidental saja apakah sescoramg itu
berhubung umur dan perkembangan
jiwanya patut dianggap cakap atau
tidak cakap, mampu atau tidak mam-
pu melakukan perbuatan hukum
tertentu-dalam hubungan hukum ter-
tentu pula. Artinya, apakah dia dapat
memperbitingkan dan memelihara ke-
penlingannya sendiri dalam perbuatan
hukum yang dibadapainya itw.?*

Kenyataannya kita dapat jumpai
indikator seseorang dikatakan dewasa
dengan menggumakan batasan umur.

3 Abdul Kadic Muhammad, Hukwn Perdata
Indagesis, Cetakan Kelima, (Baadung: PT.
Citra Aditya Bakui, 2014), him 40.

B Abdul kadir Muhammad, Op Cit, him 42.
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Beberapa regulasi yang  mengatur
konsep kedewasaan (mecrdejarig)
diantaranya:

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1
Tabun 1974 tentang Perkawinan
memberikan keterangan yang pada
dasarnya dikatakan ‘smak’ belum
dewasa adalah yang belum men-
capai umur 18 tahun.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98
ayat | yang mangatakan; batas
umur anak yang mampu berdiri
sendiri atan dewasa adalah 21
tahun sepanjang anak tersebut
tidak bercacat fisik maupun men-
tal atau belum pernah melang-
sungkan perkawinan®

3. Dewasa dalam hal perjanjian
ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26
Undang-undasg Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
acuan usia dewasa adalah 18
tahun.

4. Untuk dikatakan mampu pembuat-
an wasiat umur I8 tabun sesuai
dengan ketentuvan pasal 897 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

5. Pada bidang pelayanan pertanahan
yang dikatakan cakap hukum bila
telah berusia 18 tahun sebagai-
mana dalam Surat Edaran Menteri
Agraria/Kepala BPN No. 4/SE//
2015 tentang Batasan Usia

¥Hukum  Online,  litp:/www.bukum
online.convklinik/detail/it4dcecSdbl d36b7/perbe
daan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-
peraturan-perundang-undangan, diakses gl 28
Oktober 2015.
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Dewasa Dalam Rangka Pelayanan
Pertanahan butir 7SE.

6. Terkait kedewasaan dengan jabat-
an potarls maka Undang-undang
Nomor 2 Tabun 2014 Tentang
Jabatan Notaris pasal 29 disyarat-
kan menjadi dua yakni telah
berusia 18 tahun atau sudah
menikah dan cakap melakukan
perbuatan hukum.

7. Pasal 1 Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak belum dewass atau masih
anak adalah belum mencapai umur
18 tahun.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan anak
Pasal 1 ayat |, dikatakan anak
adalah yang belum berumwr I8
tahun.

9. Undang-undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi Pasal 1
ayat 4 anak adalah seseorang yang
belum berumur 18 tahun.

10. Undang-wndang Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesta Pasal 4 terkait
pembahasan pengakuan oleh ayah
warga negara Indonesia anak di
luar perkawinan seorang ibu warga
negara asing sebelum berumur (8
tahun atau belum kawin. -

®Ardi Limbong, https:/lcgallyardi.word-
press.con/201 50240 7/pandangan-meagensi-
batas-usin-dewasa-berdasarkan-berbagni-
undang-wndang-menyikapi-surat-edaran-
menteri-agrariakepala-bpn-ao-4scl2015-
tentang-batasan-usta-dewasa-dalanr-rangkn-
pelayanan-pertan/, diakses tgl 28 okt 2015
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11. Undang-undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1 angka S anek adalah orang
yang belum berumur 18 tahun,
termasuk anak yang masih di
dalam kandungan.*!

Melihat keterangan tersebut
bahwa konsep kedewasaan begitu
banyak varian tidak hamya dalam
ranah hukum secara umum tetapi juga
dalam hal keperdataan sangat tidak
seragam dan jika lebib jauh amalisis
dalam undang-undang perkawinan
pun juga cukup luas pemahaman
mengenai konsep kedewasaan itu.

Tinjsuan Yuridis Konsep Kedewasaan
dalam Undang-undsng No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

Dari pemaparan di atas kita
dapat memahami bahwa keadaan hu-
kum di Indonesia dalam lingkup
keperdataan dalam kedudukan sese-
orang dianggap dewasa adalah tidak
seragam. Oleh karenanya memung-
kinkan dalam keadaan tertentu aturan
terscbut dapat menjadi tumpang
tindih. Sebagaimana beberapa waktu
lalu ketika adanya pengajuan judicial
rieview oleh salah satu yayasan yang
bergerak di bidang keschatan perem-
puan ke Mahkamah Konstitusi yang
kemudian akhimya ditolak terkait uji
materiil pasal 7 Undang-undang
pomor 1 Tahun 1974 batas umur ijin
menikah pada pihak wanita berumur

3 Hukum Online, Op CH.
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16 tahun, dengan argumen akan
membuka pintu nikah dalam usia
belia dan bertentangan dengan Pasal 1
ayat 1 Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak
dan pasal 131 ayat 2 Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan dimana usia kedewasaan
ketika seseorang mencapai usia 18
tahun*?

Dalam teks aslinya Pasal 7
Undang-undang Nomor ! Tahun 1974
mengatakan Perkawinan hanya diizin-
kan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 tahun dan pihak wanita
sudab mencapai umur 16 tahun.®*
Pada dasamya muatan pasal tersebut
bertujuan untuk menjaga kesiapan
dari aspek kesehatan para pihak
walaupun menjadi kontroversi ketika
dibenturkan terhadap regulasi perlin-
dungan anak dao undnag-undang
kesebatan. Sebenarnya tidak hanya
pasal 7 undang-undang perkawinan
saja yang menetapkan dan mengatur
batasan umur dewasa dalam ruang
lingkup Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, beberapa pasal yang

3http://nasional.republika co.id/berita/nasi
onal/umum/l 506/24/aq24z-keputusan-mk-
teatang-perkawinan-dinilai-tidak- 3
diakses tanggal 30 oktober 2015,

B todeng-Undang  Republik  Indogesia
Nomwr 12 Tabup 2006 Teotang Kewarga-
negaman Repiblik Indosesis dan  Undang-
Usdaug Republik Indonesis Nomor 1 Tahuo
1974 Tentang Petkawinap, Cetakan Pertama,
(Surbaya: Kesindo Utama, 2006), him 43,
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mengatur kedewasaan dalam undang-
undang itu adalah pasal pasal 6 ayat
2, pasal 47 ayat 1, pasal 48, dan pasal
50 Bab XI tentang Perwalian,

Pertama, pasal 6 ayat 2 undang-
undang perkawinan tentang persya-
ratan perkawinan mengatakan; untuk
melangsungkan suatu perkawinan
seorang yang belum mencapai umur
21 tahun harus mendapat ijin orang
tua. Kalimat °...smtuk melangsungkan
suatu perkawinan seorang yang belum
mencapal vmur 21 tabun harus men-
dapat fjin orang tua’ Artinya pasal ini
memberikan ruang penafsiran yang
cukup luas. Sebagai syarat pernikahan
seseorang belum mencapai umur 21
tahun maka dia ‘secara ekplisit
dikatakan belum dewasa, menjadi
dewasa ketika indikator umur 21
tahun itu tercapai dan ketika belum
sampai batasan umur yang dimaksud
pihak bersangkutan wajib ijin orang
tua.

Pasal 6 ayat 2 undang-undang
petkawinan hanya memberikan kete-
rangan umwr di bawah 21 talum
adalah belum dewasa, tetapi tidak
memberikan berapa batasan umur
seorang dikatakan belum dewasa itu.
Jika ditafsirkan dengan metode “pe-
pafsiran sistematis,” yakni penafsiran
menilik susunan yang berhubungan
dengan bunyi pasal-pasal lainnya
dalam undang-undang itu maupuan
undang-undang lain,” maka karcpa-

¥ Kansil, Pengantar Hmu Hukum dan Tata
Hukum  Indonesia, Cetakan  Kedelapan,
(Jakarta: Balai Pustaks, 1989), bim 68.
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nya pasal itu kemudian tidek berdiri
sendiri dalam hal dispensasi perkawi-
nan agar dapat melengsungkan
perkawinan ditegaskan kembali pada
pasal 7 ayat 1 undang-undang per-
kawinan itu, jadi kesimpulannya umur
batasan seseorang dikatakan belum
dewasa adalah 19 tahun untuk pria
dan 16 tahun untuk wanita.”’

Kedua, Pasal 47 ayat | meng-
isyaratkan bahwa anak yang telah
mencapai usia dewasa adalah 18
tahun. Jika kita memahami parsial
maka yang akan muncul adalah bias
tafsir serta terjadi pertentangan
batasan dewasa antara 21 tahun atau
18 tahun, namun memahami undang-
undang ini perlu dilihat pasal 6 ayat 2
dan pasal 7 ayat 1 berdisi gmda konsep
persyaratan perkawinan,”® sedangkan
pasal 47 ayat | kedewasaan dalam
konteks hubungan orang tua dan anak,
begitu pula pasal 50 ayat 1 dalam
konteks perwalian adalah umur 18
tahun, dan pasal 48 juga batasan
dewasa adalah 18 tahun atau telah
kawin dalam konteks pengurusan
kepentingan si anak, perlu dipahami

¥ Walaupun kembali menwrut undang-
undang perlindungan anak dan undang-undang
kesehatan dianggap olch beberapa kalangan
bertentangan dzn memneulkan pintz untuk
mengijinkan seseorang menikal di usia muda.

% Perkawinan adalsh pertalian yang sah
antara scorang laki-laki dan seorang perempuan
untuk waktu yang lama. Updoag-undang
memandang perkawinan kanya dard hubungan
keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk
Wetbock. Lihat Subekti , Pokok-pokok Hukum
Perdats, Cetakan Dua Puluh Empat, (Bandung:
PT. Intermasa, 1992), him 23,
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pula pasal 48 ini dapat disimpangkan
jika kepentingan anak itu meng-
hendakinya. Penjelasan pasal 48
undang-undang  perkawinan  tidak
memberikan keterangan secara imply-
sit apa dimaksud dengan kepentingan
yang dikechendakinyas. Akan tetapi
kemungkinan besar maksud arti
dengan kepentingan yang dikehen-
dakinya adalah untuk melakukan
suatu perbuatan hukum harus cakap
dalam hukum dan salah satu cara yang
dapat dilakukan adalah upaya pende-
wasaan (Bandlichting) karena keada-
annya yang belum dewasa (min-
dejarig).

Pendewasaan dalam pandangan
Subekti jalah suatu pernyataan ten-
tang seorang yang belum mencapai
usia dewasa sepenuhnya atau hanya
untuk beberapa hal saja dipersamakan
dengan seorang yang sudah dewasa.
Apabila permohonan diluluskan, si
pemohon tersebut memperoleh kedu-
dukan yang sama dengan orang
dewasa. Pernyatasn persamaan yang
banyas meliputi beberapa hal saja,
misalnya dengan pengurusan suatu
perusahaan.’’

Kedewasaan dalam perpektif
undang-undang perkawinan memiliki
dimensi konteksnya tersendiri walau-
pun seakan saling tumpang tindih.
Oleh karena itu konsep kedewasaan
ini tidak ditentukan tersendiri secara
spesifik melainkan terkait dengan tin-
dakan hukum tertentu yang dilakukan

3? Subekti, Op (3, him 55.
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seseorang.’® Walaupun dalam mema-
hami perbedaan pendapat dalam
penentuan umur dewasa juga ada
yang memahami bahwa standarisasi
umur dalam undang-undang perka-
winan dinilai tidak konsisten,
menurut Ahmad Rofig dalam bulkunya
yang betjudul Hokum Perdata Islam
di Indonesiz mengemukakan mdang-
undang perkawinan tidak koasisten
karena pada pasal 6 ayat 2 ada
penegasan untuk melangsungkan se-
buah perkawinan seseorang yang
belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin kedua orang tva, dalam
pernyataan lain pasal 7 ayat 1 menga-
takan perkawinan diizinkan jika pria
telah berumur 19 tahun dan wanita 16
tahun. Bedanya pada pasal 6 ayal 2
izin diberikan oleh orang tua se-
dangkan pada pasal 7 ayat 1 oleb
pengadilan yang kemudian dikuatkan
pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum
Islam.”

3 R. Abdcel Djamali, Peggantar Hukum
Indonesis Edisi Revisi, Cetaksn KeDelapan
Belas, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 152,

¥ Menurut Abmad Rofig penentuan umbr
scbagaimana dalam undang-undang perkawinan
dalam sudut pandang hukum Islam merupakan
baglan darl  wilayah ijtihadiyah dalam
prrumusan  substausi  pexefuan  umumya.
Bergama aspek diperhatikan terutama dalam
kemampuan  seksuil beberapa  badis  yang
menuryinya merupaksn dasar  diambilnya
batasan umur pada regulasi itu olch para
pembentuk  undang-undang  adalah  hadis
riwayat Tba Umar yang kurang [ebih isi hadis
mengatakan, ‘says tclab arngsjukan dird
kepads nabl saw ustuk thut perang Ubvd yaog
wakty itu sayn buru berumur coipat belas tabaa,
belisy tidak mengizinksn akv. Dan akv
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Bias hukum ini merupakan bagi-
an dari fakta, oleh karenanya sebuah
fakta tidak dapat dihindari karena
fakta itu seifatnya khusus ataupun
terbatas, tidak bersifat general atau
umum tidak terbatas. Selain itu
menunjukkan suatu sifat nyata yang
ditampilkan dengan benar-bemar ada
terjadi karena memiliki realitas objek-
tif, memiliki rumusan yang tajam dan
memiliki bukti.® Imbas dari pada
adanya ruang bias hukum seperti di
atas dan perbedaan pendapat oleh
para sarjana kemudian dapat mem-
bawa pengaruhi yang sifatnya
kasnistik, pengaruh itu dapat berupa
akibat hukum yang akan terjadi pada
masyarakat dan celah-celah hukum
yang bisa daja dimanfaatkan untuk
kepentingan pragmatis semata, Misal-
kan saja, kita kembali menyoroti
pasal 6 ayat 2 undang-undang perka-
winan dengan kacamata metode
“penafsiran gramatikal (tata bahasa)”,
dimana titik tolak penafsiran ini
didasarkan pada bunyi ketentuan

mengsjukan diri Jagi kcpada belisu tatkala
perang Khandzg, waktu ity umurku lima belas
tabun dan belisy membolchkan  aku.”
Kemudian  hadist Riwayat Muslim yaog
bereerita pengalaman “Aisyah ketlka dinikahi
ofeh Rasubullah, “Rasu/nifall saw menikal
deogan dia (‘Aisysb) dslam usis enam belas
tabun, dan beliau memboyongunya ketika in
berusia sembilan belss tabun dan belisy walet
pada walty dis berusia delspan belas tabun.”
Libat Ahmad Rofiq, Hukum Perdets Islam Di
Iedonesin Edisi Revisi, Cetakan Ke Satu,
(Jakarta: Rajswali Press, 2013), him 61,

“ Dadang Supardan, Pengeatar s Sosial
Susto Kapian Pendetatan Struktural, Celakan
Ketiga, (Jakasta: Bumi Aksara, 2011), him $0.
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dengan berpedoman pada arti perka-
taan-perkataan dalam hubunganaya
satu sama lain dalam kalimat-kalimat
yang dipakai olch undang-updang,
dianut jalsh semata arti kata
perkataan menurut tata bahasa atau
menurut kebiasaan, yakni arti dalam
pemakaian  sehari-hari*’ Dampak
akibat hukum dari penggunaan tafsir
model seperti ini tethadap pasal 6
ayat 2 undang-undang perkawinan
memberikan  celah hukum  berupa
pintu masuk bahwa perkawinan dapat
terjadi pada usia-usia dini berapapun
umur dari para calon yang akan
menikah. Salah satu contoh kasus
pernikahan dini marak terjadi adalah
kasus pernikahan dini di Daerah
Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan
dengan tingginya angka permohonan
dispensasi perkawinan hanya melalui
izin orang tua.?

Idealnya pembentukan suatu
regulasi dapat melibatkan setiap ele-
men masyarakat selain dari para
pemangku kekuasaan pembentuk re-
gulasi dan para abli dengan menge-
depankan komunikasi. Karena lingkup
komunikasi menyangkut persoalan-
persoalan yang ada kaitannya dengan
substansi interaksi sosial orang-orang
dalam masyarakat, termasuk konten

“Kansil, Pengantar lUmu Hokum Dan
Pengantar Tats Hukumn Ipdosesis, Cetakan
Kedclapan, (Jakarta: Balsl Pustaka, 1989), him
66.

«Q

http:/iregional kompas.com/read/2011/1124/12
591778 Awitter.com akscs tanggal 24 november
2015.
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interaksi komunikasi yang dilakukan
secara langsung maupua dengan
menggmakan media komunikasi.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka
dapat diambil beberpa poin Kkesim-
pulan berkaitan topik masalah tentang
bias tafsir dan kontekstuliasasi
konsep kedewasaan pada undang-
undang nomor 1 Tahun 1974 Teatang

Perkawinan yaitu diantaranya:

1. Hukum menggunakan toeri fiksi
dalam menentukan seseorang telah
dewasa atau belum dewasa yang
titik tolaknya atau indikator kede-
wasaan itu ditentukan dari umur
dewasa dan telah ditentukan oleh
perundang-undangan berdasarkan
perkiraan. Kedewasaan seseorang
diperlukan agar dapal menentukan
seseorang dapat melakukan per-
buatan hukum (cakap hukum).

2. Dalam hukum umumnya dan khu-
susnya pada wilayah hukum keper-
dataan terdapat beragam indikator
seseorang telah deawasa, beberapa
diantaranya umur dewasa sese-
orang ada yang membatasi umur
18 tahun, 19 tahun, 16 tahun dan
21 tahun. Sebagian dengan penge-
culiap jika seseorang telah meni-
kah kemudian bercerai tidak di-
kembalikan lagi keadaan dia men-
jadi belum dewasa

M. Buthan bungin, Sos/ologi Komunikasi
Teori Parsdigma, dan Diskursus Tekwologi
Konnmikasi di Masynrkat, Cetaksn KeEnam,
(Jakarta: Kencana Himu, 2013}, kim 31.
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3. Dalam undang-undang perkawinan
pasal-pasal yang memberikan
batasan kedewasaan diantaranya
pasal 6 ayat 2 tentang syaral
perkawinan, pasal 7 ayat 1, Pasal
47 ayat 1 tentang hak dan kewa-
jiban antara orang tua dan anak,
pasal 48 dan pasal 50 ayat 1.

4. Masing-masing batas kedewasaan
itu sepintas membuat bias tafsir
karena dalam satu regulasi itu
terdapat beberapa kentuan sese-
orang dikatakan telah dewasa.

5. Dapat menimbulkan celabh hukum
yang cukup merugikan jika meng-
gunakan model penafsiran grama-
tika (tata bahasa) khususnya pasal
6 ayat 2 undang-undang perka-
winan bahwa kemungkinan timbul
peristiwa hukum berupa banyak-
nya pernikahan yang dilakukan di
usia dini.

6. Bias tafsir dapat diatasi jika
kedudukan dari masing-masing
pasal dalam undang-undang perka-
winan jtu ditempatkan sesuai
konteks kondisinya dalam per-
spektif penafsiran sistematis, pada
pasal 6 ayat 2 merupakan bagian
dari persyaratan untuk melang-
sungkan perkawinan, pasal 7 ayat
1 kedudukan pasa itu dalam
konteks dispensasi perkawinan,
pasal 47 ayat | menempatkan ke-
dudukan anak yang belum dewasa
berhubungan akibat hukum dari
hubungan hak dan kewajiban
orang tua dan anak, pasal 48
berkaitan dengan kebolehan dan
tanggung jawab mengurus harta

Masiahab, Vol. 6, No. 1, Mei 2015

kekayaan anak dan pasal 50 ayat 1
ditempatkan dalam permasalahan
perwalian,

7. Terjadi perbedaan pendapat yang
inti dari pernyataan tersebut
adalah ketidak komsistenan stan-
darisasi umur dalam undang-
undang perkawinan.

8. Konsep kedewasaan secara global
tidak berdiri sendiri secara ‘sap
sich’ bedasarkan batasan umur,
tetapi spesifik melibatkan tindak-
an hukum terteatu yang dilakukan
seseorang.

Saren

Sebaiknya kedepan para pe-
mangku kekuasaan di bidang hukum
dapat merumuskan agar indikator
seseorang dewasa dapat diseragamkan
tetapi tidak lopa pada keadaan aspek
masyarakat Indonesia, karena kondisi
fisik seseorang dewasa antara warga
negara berbeda satu sama lain terlebih
perbedaan itu berbeda dengan warga
negara lainnya Adapun fungsi dari
penyeragaman batasan umur dewasa
ialah:

1. Membuat jelas batasan umur sese-
orang dan menghindari kebingung-
an masal dalam menentukan
seseorang dewasa atau tidak.

2. Menghindari bias hukum dalam
mentafsirkan peraturan, agar ke-
depan tidak membuat celah hukum
yang kemudian dimanfaatkannya
kelemahan undang-undeng itu un-
tuk kepentingan yang merugikan
orang lain.
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3. Dapat menjaga menjamin keschat-
an dari subjek hukum dalam hal
perkawinan, karena menentukan
mampu tidaknya suatu organ da-
pat melangsungkan proses perka-
winan.

4. Dapat mempermudah dalam hal
mengurus serta menjamin hak dan
kewajiban hukum seseorang,.
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